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Abstract:

This paper reviews the practice of in-depth examination of child custody cases in the Religious Courts, focusing
on the concept of Hadhanah. Hadhanah is an important principle in determining child custody decisions,
where the best interests of the child take centre stage. The study identifies the examination process, including
the involvement of the child in decision-making, as well as the role of experts and Witnesses in providing a
detailed picture. Hadhanah inquiries highlight the complexity of resolving child custody struggles in the
context of Islamic law. This research aims to find out what factors make Judges conduct on-site examinations
related to child dispute cases. The method used is field research with a qualitative approach. Data was
obtained using empirical approach and documentation. This research is expected to provide an in-depth
understanding of the hadhanah deskente, and can serve as a guideline for educators, researchers, and
stakeholders. The conclusion emphasises the importance of a holistic and sensitive approach to children's
needs in the religious justice system.
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Abstraksi:

Kajian ini mengulas praktek pemeriksaan yang mendalam terhadap kasus hak asuh anak di Pengadilan
Agama, dengan fokus pada konsep Hadhanah. Hadhanah merupakan prinsip yang penting dalam menentukan
keputusan hak asuh anak, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi pusat perhatian. Studi ini
mengidentifikasi proses pemeriksaan, termasuk keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta peran
ahli dan Saksi dalam memberikan gambaran rinci. Penelusuran Hadhanah menyoroti kompleksitas
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penyelesaian perjuangan hak asuh anak dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mencari
tahu faktor apa yang membuat Hakim melakukan pemeriksaan ditempat terkait perkara sengketa anak. Metode
yvang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan pendekatan
empiris dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang
deskente hadhanah, serta dapat menjadi pedoman bagi para pendidik, peneliti, dan pemangku kepentingan.
Kesimpulannya menekankan pentingnya pendekatan holistik dan sensitif terhadap kebutuhan anak dalam

sistem peradilan agama.

Kata kunci: hadhanah, hak asuh anak, hak anak, pengadilan agama

1. Pendahuluan

Menurut pengertian dari Pemeriksaan Setempat
yang disebut juga dengan descente, yaitu kajian
terhadap Pemeriksaan yang dilakukan Hakim di luar
wilayah yang ditentukan dengan tujuan agar Hakim
dapat secara mandiri dan mempelajari kisah-kisah
yang juga dikenal sebagai pembelaan. Dalam
prakteknya, hakim melakukan pemeriksaan
setempat (descente) dalam perkara-perkara yang
terkait dengan kebendaan, tujuannya adalah agar
memungkinkan hakim memahami dengan jelas dan
ringkas letak, luas, dan batas benda yang ditaksir
berupa sebidang tanah, atau memahami dengan
jelas dan ringkas kuantitas dan kualitas benda yang
ditaksir berupa barang dagangan itu yang dapat
diukur baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam
pernyataan praktis, istilah ini berarti bahwa hakim
akan sering terlibat dalam refleksi setempat
(Rohmah, Suyaman, & Mulyanti, 2023).

Sama dengan perspektif hukum pembuktian
pemeriksaan perkara perdata, alat bukti yang sah
mengikat hakim. Akibatnya, seorang hakim
diperbolehkan mengutarakan pendapat berdasarkan
bagian tubuh terkait hasil, yang ditentukan oleh
intensitas konflik yang mendasarinya (Hanif &
Salsabila, 2023). Dalam ketentuan hukum acara,
banyak bukti alat, batas minimum, acara, kekuatan
masing- masing bukti semuanya diubah. Termuat
dalam menyatakan Pasal 164 HIR/284 R. Bg dan
ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata di dalam ada
lima jenis kitab yang baik: tulisan, saksi-saksi,
persangkaan, Pasal, dan sumpah. kelima alat
pengadaan tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo
menambah kuantitas alat pengadaan menjadi tujuh
melalui penerapan pemeriksaan sementara dan ahli.
Namun Mukti Arto menegaskan masih ada alat
bukti lainnya, yaitu dengan menyempurnakan
Pembukuan (Pasal 167 HIR / Pasal 296 R. Bg) dan
Ilmu Hakim (Pasal 178 ayat (1) HIR) sebagai dua
komponen alat yang dimiliki seorang hakim
(Masadah, 2020).

Oleh karena itu Hasilnya, Pemeriksaan Setempat
(keturunan) sering disebutkan didalam kasus-kasus
kebendaan Namun dalam perkembangannya,
Majelis Hakim juga menyebutkan hal tersebut
dalam beberapa kasus lain, terutama dalam kasus
sengketa hak asuh anak. Berkaitan dengan dengan
hal ini, Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi
pertanyaan apa tujuan dan urgensinya hakim
melakukan pemeriksaan setempat terhadap perkara
sengketa anak? Kalau memang pemeriksaan
setempat di anggap urgen, Bagaimana mekanisme
pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap anak
tersebut? kemudian apa saja yang dilakukan dalam
pemeriksaan setempat pada perkara hak asuh anak
tersebut?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas,
kami di Tim Diskusi Hukum Pengadilan Agama
Kota Cimahi ingin membahas dan memperjelas
aspek hukum dari proses pemeriksaan terpisah
dalam kasus anak tersebut.

2. Pelaksanaan Descente Sesuai Hukum
Acara Perdata

1. Landasan Teori

1) Pasal 153 HIR / 180 R. Bg (Maulana,
2023).

2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pemeriksaan Setempat (Rahmatullah,
Suryaningrum, & Sulastri, 2022).

3) Pasal 211 RV. (Maulana 2023)

2. Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan

Setempat
a. Penetapan Sidang Pemeriksaan Setempat
1) Keinginan Pengadil

Sebagaimana bunyi dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun
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2)

3)

4)

b.

2001. Pengadil bersifat ex officio karena
status  jabatanya untuk = melakukan
pemeriksaan tatap muka oleh karena itu,
penting bagi Hakim untuk memahami
pokok bahasannya secara mendetail.
Dengan begitu, tidak setiap
sengketa objek dilakukan pemeriksaan
ditempat, misalnya suatu benda
sederhana dapat diadakan dalam suatu
ruang persidangan. Namun, apabila
barang yang dikenainya adalah barang
yang tidak bergerak, maka harus

dilakukan ~ pemeriksaan langsung
dilapangan.
Pada tingkat banding dan pada Kasasi.

Hakim mengambil langkah inisiatif
untuk secara mandiri membuka Kembali
Pertemuan atau konferensi yang
diadakan dalam perkara tersebut, diikuti
dengan melakukan pemeriksaan
setempat meskipun tidak diminta secara
eksplisit. Dan hasilnya terwujud dalam
bentuk Berita Acara, yang kemudian
disampaikan kepada Majelis Hakim
Tingkat Banding atau Kasasi.

Atas kemauan para pihak

Hal ini diatur dalam Pasal 211 ayat (1)
R.V. Sebagai contoh, ketika seorang istri
mengajukan gugatan terkait Harta
Bersama kepada suaminya, namun ia
tidak dapat menyebutkan letak dan
batas-batas  harta tersebut karena
suaminya tidak pernah memberitahunya
saat membeli tanah tersebut.

Absebsi para pihak.
Pada hakekatnya Deskente adalah
sidang resmi pengadilan, namun

persidangannya tidak dilakukan di ruang
siding yang telah di sediakan dikantor
pengadilan melainkan kelokasi barang
yang menjadi objek sengketa. Semua
pihak yang dalam hal ini penggugat dan
tergugat wajib menghadiri persidangan,
apabila dalam pelaksanaanya salah satu
pihak tidak mengindahkan panggilan
dari pengadilan pelaksanaan
pemeriksaan akan tetap dilakukan
(Candra, 2022).

Tata cara Melaksanakan pemeriksaan

1))
2)

3)

1))

2)

Pemeriksaan descente dapat
dilaksanakan dengan:

persidangan dibuka di Pengadilan,
selanjutnya menuju lokasi sengketa.
Majlis hakim membuka persidangan
terlebih dahulu di Kantor Desa.
Sidang dibuka langsung di tempat
sengketa (Rohmah et al., 2023).

Status Putusan Sela dalam Descente

Dalam hal ini pada perakteknya para
hakim berbeda pendapat. Ada yang
melakukan putusan sela terlebih dahulu
dan ada yang tidak, dikarenakan Apabila
pemeriksaan dilakukan secara
menyeluruh oleh Majelis Hakim, maka
proses pemeriksaan setempat tidak
memerlukan Putusan Sela sebelumnya.
Seyogyanya Pemeriksaan setempat
merupakan bagian dari persidangan
Majelis Hakim, yang hanya berbeda
dalam lokasi pelaksanaannya. Menurut
Yahya Harahap, pemeriksaan setempat
yang dilakukan oleh seluruh Majelis
Hakim merupakan pilihan yang lebih
baik dan lebih menyeluruh (Wijayanti,
2020).

Keamanan dalam praktek Deskente

Dipandang  perlu atau tidaknya
pengamanan sepenuhnya tergantung
Majelis Hakim, dalam hal tela’ah sikon
tempat perkara sangat di perlukan jika
dianggap memerlukan jaminan
keamanan maka perlu meminta bantuan
pihak kepolisian.

pembiayaan Deskente

Dalam konteks perkara Harta Bersama,
baik yang berupa benda bergerak
maupun  yang  tidak, biayanya
ditanggung oleh Penggugat karena
sengketa  terkait Harta  Bersama
merupakan bagian dari Perkawinan.
(Maghfirah dan Gushairi 2020)

Pada perkara non perceraian seperti
perkara Waris atau perkara Ekonomi
Syariah dalam perkara deskente, biaya
pembiayaan ditanggung oleh pihak yang
kalah. Mengenai biaya pemeriksaan
setempat, awalnya dibayar oleh pihak
yang menginisiasi, namun setelah
perkara diputuskan, biaya tersebut
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dialihkan kepada pihak yang kalah. Jika
para pihak tidak membayar biaya
perkara, maka pemeriksaan setempat
tidak akan dilaksanakan. Namun, risiko
dari tidak mematuhi perintah Hakim
dalam putusan nantinya akan menjadi
tanggung jawab pihak yang
bersangkutan (Kiara & Bakri, 2022).

3. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh di
Pengadilan Agama

Dalam perspektif Hukum Islam (Figh), Ada
adalah dua tipe dalam pemeliharaan anak
yakni hadhanah dan kafalah. pemberian makanan
kepada bayi yang telah baligh, sedangkan hadhanah
diperuntukkan bagi pemberian makanan kepada
bayi yang belum baligh. Namun dalam penerapan
praktisnya, khususnya di Indonesia, hadhanah
adalah istilah yang sering digunakan dalam hal hak
asuh anak. Secara etimologis, hadhanah berarti
“sisi, samping arah” (dari sesuatu). Menurut syara'
hadhanah adalah tanggung  jawab  mengasuh
anak terhadap orang yang berhak mengasuhnya,
bisa juga berarti mengasuh atau membantu orang
yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
karena belum menginjak usia dewasa. atau
mumayyiz yang hilang akalnya. Yang dimaksud
dengan pemeliharaannya adalah mencukupi urusan
pangan, sandang, urusan tidur, memastikan terjaga
kebersihan dan keamanan lahir batin dan lainnya
(Eliza, 2009; Rohmah et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak
(hadhanah) secara definitif, melainkan hanya
disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk
memelihara anaknya. Yakni terdapat dalam Pasal
45 ayat (1) (Oktoviona, Yaswirman, & Yasniwarti,
2023; Refliandi & Eliza, 2023).

Berdasarkan ketentuan di atas, cukup jelas
bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak adalah
kewajiban orang tua. Namun persoalan muncul
ketika terjadi perceraian kemudian terjadi rebutan
hak memelihara anak. (Candra 2022)

Dalam Pasal 105 KHI menetapkan pengasuhan
anak dalam dua situasi. Pertama, jika anak belum
mumayyiz atau berusia kurang dari 12 tahun, maka
pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua,
ketika anak telah mumayyiz (berusia 12 tahun ke
atas), anak memiliki hak untuk memilih apakah
ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.. (Winanda Putri
dan Hidayatul Imtihanah 2021)

Menurut Rufia Wahyunign Pratiwi dalam
tulisannya tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak
Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan
Agama Blitar, Disebutkan bahwa
menyatakan alasan membesarkan anak yang belum
matang diberikan kepada seorang ibu karena lebih
mempunyai  tanggung jawab  melaksanakan
hadhanah dan menyusui serta karena ibu lebih
mengetahui keadaan dan lebih mampu menangani
pengasuhan anak tersebut. Selain itu, ibu
mempunyai  perasaan  yang lebih  untuk
melaksanakan tugas mengasuh anak dibandingkan
seorang bapak dan memiliki lebih banyak waktu
untuk dihabiskan bersama anak (Afifi, 2022;
Pratiwi, 2020).

Dan apabila ibu kandungnya meninggal dunia
selanjutnya yang berhak mengasuh anak, yaitu bibik
dalam garis lurus dari ibu, kakk kandung dari ayah,
adx beradik perempuan si anak, saudara perempuan
sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-
wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari
ayah seperti yang telah di atur dalam Pasal 156 KHI
(Cahyani, 2021).

Dari uraian di atas, bahwa aturan pengasuhan
anak di Indonesia mengklasifikasikan umur anak,
pengasuhannya diserahkan kepada ibu apabila si
anak kurang dari 12 tahun. dan jika lebih dari 12
tahun diserahkan kepada anak untuk memilih
(Nurfitriani, 2022).

Dalam kondisi normal (tidak terjadi sengketa),
pengaturan tentang hak asuh anak di atas dapat
dilaksanakan secara serta merta oleh pasangan yang
telah bercerai dalam mengasuh anak. Persoalan lain
muncul ketika terjadinya sengketa dalam
memperebutkan hak asuh anak, terlebih lagi anak
berada pada ayah kemudian si ibu meminta dia yang
mengasuh, atau sebaliknya. Persoalan seperti ini
sering ditemukan di beberapa pengadilan, sehingga
pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ini,
harus ekstra hati-hati agar tidak berpengaruh kepada
psikologi anak yang diperebutkan oleh orangtuanya
yang telah bercerai (Maghfiroh, 2020).

Apalagi di Indonesia, sistem hukum yang
dipakai dalam hak asuh anak adalah system cole
custody atau hak asuh tunggal, sehingga putusannya
akan jatuh kepada salah satu pihak. Cole custody
diartikan sebagai hak ekslusif atas legal custody
atau hak asuh legal yang berhubungan dengan
pertanggung jawaban bagi orangtua, seperti
penentuan pendidikan, perawatan medis yang
dilakukan dan hal lainnya, serta physical custody
atau hak asuh fisik yang berhubungan dengan waktu
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yang dapat dihabiskan untuk bersama dengan salah
satu oranguanya. Model pengasuhan yang terdapat
di Indonesia juga disebut split custody atau sole
custody. (Lee, Cole, dan Munson 2016)

4. Penerapan pemeriksaan Setempat pada
Perkara Hak Asuh Anak

4.1. Tujuan Dan Urgensi Pemeriksaan Setempat
Terhadap Perkara Sengketa Anak

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di
awal tulisan ini, bahwa penerapan Pemeriksaan
Setempat lebih dominan kepada penyelesaian
sengketa kebendaan bahkan ketentuan-ketentuan
tentang Pemeriksaan Setempat, lebih banyak diatur
dalam penyelesaian perkara kebendaan, oleh karena
itu, sepenjang pengetahuan Penulis, belum ada
aturan tentang Pemeriksaan Setempat terkait
dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak.
Kendati begitu, dalam praktek yang ditemukan, ada
beberapa pengadilan yang telah menerapkan
pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara
hak asuh anak.

Pelaksanaan Deskente terhadap sengketa hak
asuh anak berpijak kepada Pasal 153 HIR/Pasal 180
RBg, dan Pasal 211 Rv Tujuan yang

diinginkannya adalah memperjelas atau
memperkuat majelis hakim atas perkara yang
diperiksanya agar dapat menyampaikan

putusan yang jelas kepada  pihak-pihak yang
mengajukan perkara. Namun jika melihat tata cara
yang berkaitan dengan pemeriksaan dalam perkara
pengampuan  bahwa  proses  pelaksanaan
pemeriksaan di lokasi itu harus tetap dilaksanakan,
apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam
perkara pengampuan tidak dapat menghadirkan
orang yang diajukan pengampuan ke pengaadilan.
Hal tersebut dapat dilihat pada (Suryaningsih,
Rojak, & Himayasari, 2023).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa,
Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan
setempat terhadap perkara hak asuh anak adalah
bertujuan untuk kemaslahatan terhadap anak.

Berdasarkan atas penjelasan di atas, proses
pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh
petugas dimaksudkan untuk mengamati keadaan
obyektif anak serta untuk menyesuaikan, mengukur,
dan membandingkan keadaan lingkungan kedua
orang tuanya (support system) (Pruett, Hoganbruen,
& Jackson, 2000).

Berkaitan dengan penerapan pemeriksaan
setempat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh
anak, setidaknya ada dua kondisi yang

menyebabkan perlunya Pemeriksaan Setempat
dalam menyelesaikan sengketa anak, yaitu:

4.2. Para Pihak Tidak Bisa Menghadirkan si Anak

Dalam perkara sengketa hak asuh anak, sangat
penting untuk menghadirkan anak ke ruang
persidangan. Dengan alasan Pertama, tentang
pendapat anak terkait dengan pilihannya, majelis
hakim dapat secara langsung mendengarkan apakah
anak ingin tinggal bersama ayah atau ibunya.
Kedua, majelis hakim memiliki kewenangan untuk
menilai kondisi anak secara langsung, seperti
kesehatannya, keadaan emosionalnya, apakah anak
sedang dalam tekanan, kegembiraan, atau situasi
lain yang dapat dinilai secara langsung oleh majelis
hakim.

Oleh karena itu, keberadaan anak dalam konteks
perselisihan hak asuh merupakan langkah yang
menerapkan 'prinsip menghargai pendapat anak.
Prinsip ini merupakan elemen fundamental yang
harus dipertimbangkan dalam melindungi hak-hak
anak. Maka, anak tidak sekadar menjadi titik pusat
pertikaian antara orang tuanya, melainkan menjadi
partisipan yang bisa dipertimbangkan pada proses
pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana,
dengan memprioritaskan kebaikan anak.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak
adalah upaya menghormati hak partisipasi langsung
anak, di mana anak memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya yang kemudian
menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan
keputusan, terutama dalam hal keputusan yang
berdampak langsung pada kehidupan anak.

Secara prinsip, tuntutan untuk membawa anak ke
ruang persidangan tidaklah timbul tanpa dasar,
seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 105
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut
menegaskan bahwa untuk anak yang telah mencapai
usia mumayiz atau 12 tahun, panel hakim memiliki
kewajiban untuk mendengarkan pendapat anak
mengenai preferensi tempat tinggalnya, apakah
bersama ayah atau ibunya. Ini berarti bahwa ketika
kasus hak asuh anak melibatkan anak yang telah
mencapai usia mumayiz, panel hakim diharuskan
untuk melakukan wawancara dengan anak untuk
mengetahui keinginannya. Kewajiban ini timbul
karena hak dasar anak untuk memilih
pemeliharaannya.

Jika dikaitkan dengan kewajiban
memperhadapkan anak yang telah mencapai usia
mumayiz sesuai dengan ketentuan yang ada, maka
menurut pandangan penulis dan praktek yang telah
dilakukan dalam beberapa putusan pengadilan,
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penting bagi anak yang belum mencapai usia 12
tahun untuk juga memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya. Contoh nyata terkait
hal ini dapat ditemukan dalam contoh tindakan Nabi
Ibrahim ‘alaihissalam yang secara aktif melibatkan
Ismail ‘alaihissalam dan meminta pendapatnya
mengenai perintah Allah yang berkaitan dengan
dirinya, meskipun pada saat itu Ismail ‘alaihissalam
belum mencapai usia tujuh tahun atau belum
dinyatakan mumayiz seperti yang diatur dalam
Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
(Islami & Sahara, 2019).

4.3. Hakim tidak mendapat penjelasan yang
lengkap terhadap sikon si anak.

Apabila keadaan objektif anak masih belum
jelas, salah satu metode yang diterapkan oleh
majelis hakim adalah melaksanakan pemeriksaan di
tempat kejadian. Secara formil, pemeriksaan di
tempat kejadian tidak dianggap sebagai alat bukti
Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan
langsung di tempat kejadian dapat berperan dalam
kecerahan dan kepastian terkait objek pemeriksaan.
Keunggulan yang melekat pada pemeriksaan
langsung di tempat adalah sebagai informasi yang
menjelaskan kepastian yang lebih tegas mengenai
objek yang menjadi perlindungan. Karena informasi
ini diperoleh melalui proses pemeriksaan di tempat,
maka informasi tersebut setara dengan fakta yang
diungkapkan dalam konferensi. Oleh karena itu,
setiap fakta yang terungkap dalam konferensi,
termasuk yang diperoleh dari pemeriksaan langsung
di tempat, harus menjadi dasar pertimbangan bagi
majelis hakim dalam mengambil keputusan
(Harlina & Asiyah, 2020).

Untuk mendapatkan terkait keadaan anak, dalam
pemeriksaan di tempat kejadian, majelis dapat
mengajak ahli-ahli terkait dengan anak. kemudian
dalam olah di tempat kejadian, hakim dapat
meminta informasi warga yang berada disekitar
kediaman wali, dan menyelidiki secara menyeluruh
kualitas dan kemampuan keduanya dalam
membimbing anak, termasuk aspek moral,
kesehatan, dan faktor lain yang berkontribusi
terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak,
guna mempertimbangkan mana yang lebih
mendukung pertumbuhan dan kebaikan anak
(Mughnia, 2021).

5. Penilaian Evidensial terhadap
Pemeriksaan Lokasi dalam Kasus
Sengketa Anak

Tinjauan  mengenai  keberatannya  nilai
pembuktian pemeriksaan lokasi dalam konteks
pencatatan perdata masih termasuk di kalangan
pakar hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa
pemeriksaan lokasi merupakan bagian dari bukti
yang nilainya bersifat bebas. Artinya, majelis hakim
memiliki keleluasaan untuk memutuskan apakah
akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan
tersebut atau tidak. Sementara sebagian ahli lain
berpendapat bahwa pemeriksaan tidak dapat
dianggap sebagai alat bukti yang hanya menegaskan
adanya atau tidaknya suatu benda yang dilindungi.
Alasan pendapat kedua ini disebabkan oleh status
pemeriksaan formal lokasi yang tidak diakui
sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886
KUH Perdata, atau Pasal 283 R.Bg.

Kesepakatan yang lebih bayak diantara para ahli,
menyatakan bahwa laporan dari pemeriksaan di
lokasi dapat menjadi informasi tambahan bagi
majelis hakim dalam menyebarkan proses secara
pemeriksaan menyeluruh yang kemudian dapat
membentuk pandangan hakim. Oleh karena itu,
pemeriksaan di lokasi tidak berdiri sendiri; hasilnya
akan selalu dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang
disampaikan oleh pihak-pihak dalam konferensi.

Di luar perdebatan mengenai nilai pembuktian
pemeriksaan setempat, pelaksanaan proses tersebut
sebenarnya dapat mempengaruhi kondisi sosial dan
psikologis  masyarakat. Ini  berarti bahwa
masyarakat akan melihat bahwa pengadilan telah
melakukan pemeriksaan secara menyeluruh
(Maghfirah & Gushairi, 2020).

6. Penutup

Berdasarkan hasil telaah yang penulis telah
uraikan di atas, maka berkaitan dengan pemeriksaan
setempat dalam menyelesaikan perkara anak, maka
majelis hakim perlu memperhatikan mekanisme
pemeriksaan setempat yang diterapkan dalam
perkara kebendaan.

Selain itu Majelis Hakim juga harus
memperhatikan urgensi dari pemeriksaan setempat
tersebut, karena jangan sampai dengan adanya
pemeriksaan setempat ini, justru membuat
prsikologis si anak jdi tertekan. Oleh karena itu,
dalam pemeriksaan anak ini, Majelis Hakim betul-
betul harus memperhatikan psikologis anak.
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